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Tantangan perubahan iklim dan bencana kian
semakin besar dan nyata. Kondisi tersebut
mendorong Pemerintah melakukan berbagai
upaya untuk menjaga dan melindungi
lingkungan hidup. Menjaga dan
mempertahankan tutupan hutan dan lahan,
komitmen penurunan emisi gas rumah kaca
melalui NDC, pengembangan Inisiatif Low
Carbon Development Initiative (LCDI), adalah
sederet dari kebijakan yang diambil oleh
pemerintah pusat dalam menghadapi perubahan
iklim ini. 
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Pada tingkat Pemerintah Daerah (Provinsi,
Kab/Kota) hal serupa juga dilakukan. Beberapa
daerah misalnya telah mendeklarasikan sebagai
daerah konservasi, munculnya kebijakan
ekonomi berkelanjutan, pembangunan hijau,
dan lain sebagainya. Inisiatif - inisiatif itu
sebagai bentuk respon Pemerintah Daerah
terhadap kekhawatiran ancaman kerusakan
lingkungan hidup yang semakin kuat. Inisiatif
itu juga di sebagian daerah dianggap sebagai
penyeimbang pembangunan antara orientasi
ekonomi dan ekologi. 

Seperti Provinsi Riau, merespon terhadap
persoalan lingkungan hidup yang dihadapi,
Pemerintah Daerah berkomitmen untuk
menjalankan inisiatif hijau dengan istilah Riau
Hijau. Begitu juga di daerah-daerah Kabupaten
dan kota lainnya, seperti kebijakan Siak Hijau
di Kabupaten Siak, Pelalawan berkelanjutan,
dan inisiatif lainnya di Provinsi yang berbeda. 

Bahkan, isu hijau (lingkungan) di beberapa
daerah juga telah termainstream secara jelas
dalam dokumen rencana pembangunan di
tingkat daerah. Baik dalam visi dan misi, arah  

Namun, salah satu kendala dari implementasi
inisiatif perlindungan lingkungan hidup adalah
ketersediaan anggaran yang tidak memadai.
Word Bank (2009), menemukan salah satu isu
tata kelola lingkungan hidup ditingkat daerah
adalah terbatasnya keuangan untuk mencapai
target -target lingkungan. Sehingga misi yang
ditetapkan dengan inisiatif baik itu sulit untuk
tercapai. Bahkan kecenderungan saat ini
adalah, komitmen narasi lingkungan hidupnya
meningkat namun tidak berbanding lurus
dengan komitmen kebijakan anggarannya, Fitra
Riau (2021). 

Ekological Fiscal Transfer (EFT) dengan
wujud Transfer Anggaran Provinsi berbasis
Ekologi (TAPE), Transfer Anggaran
Kabupaten Berbasis Ekolog (TAKE) menjadi
alternatif skema pendanaan lingkungan hidup
di Indonesia. Konsep kebijakan ini juga
menjadi arah baru EFT yang harus
dikembangkan di Indonesia, ditingkat pusat
maupun daerah. TAPE dan TAKE adalah
adalah skema transfer dari Provinsi ke
Kabupaten atau Kabupaten ke Desa/Kampung
yang dilakukan dengan pendekatan berbasis
kinerja ekologi. 

LATAR BELAKANG

kebijakan termasuk program - program serta
indikator kinerja capaian yang akan dihasilkan. 

Gagasan kebijakan tersebut merupakan model
penganggaran berbasis kinerja (Performance
Based Budgeting) dengan menitikberatkan
pada pendekatan insentif. Kebijakan ini juga
sekaligus sebagai stimulus dalam mendorong
peningkatan kinerja di bidang lingkungan pada
setiap tingkat pemerintahan. 
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Di Indonesia kebijakan ini telah
diimplementasikan di 12 Kabupaten (TAKE),
dan 1 (satu) Provinsi untuk skema TAPE, (Asia
Foundation: 2022). Kebijakan ini cukup
memberikan dampak positif terhadap
penguatan perlindungan lingkungan hidup.
Misalnya, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara)
kebijakan TAPE yang diimplementasikan di
daerahnya berdampak terhadap peningkatan
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di
daerah penerima TAPE. Di Lain daerah, seperti
di Kabupaten Siak, kebijakan TAKE
dikembangkan berkontribusi terhadap
meningkatnya inisiatif-inisiatif kampung dalam  
perlindungan lingkungan hidup, (Fitra Riau:
2021).

kan bagaimana peluang penerapan kebijakan
TAKE ini diterapkan di Kabupaten Indragiri
Hulu. Secara umum, Kabupaten ini juga
dihadapkan pada persoalan lingkungan hidup.
Salah satunya adalah kebakaran hutan dan
lahan, sejak 2015 daerah ini ditetapkan sebagai
salah satu daerah yang rawan Karhutla.
Sehingga diperlukan upaya yang lebih optimal
untuk mengatasinya. Penguatan kebijakan,
perbaikan orientasi program dan anggaran,
serta perlu didukung inisiatif lainnya yang
dapat berkontribusi menyelesaikan masalah.
Factsheet ini menggambarkan bagaimana
peluang kebijakan TAKE diterapkan baik dari
aspek komitmen pemerintah daerah, isu
strategis pembangunan daerah, peluang
pendanaan yang potensial untuk mendukung
kebijakan TAKE ini.

URGENSI KEBIJAKAN TAKE KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Pemerintah dan pemerintah daerah untuk
mengatasi persoalan lingkungan hidup tidak
lagi dapat dilakukan dengan pendekatan
Business as usual (BaU), melainkan diperlukan
upaya yang lebih serius dengan pendekatan
yang komprehensif. Paradigma pendekatan
sektoral, dikotomi urusan, tidak lagi relevan
untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup
yang semakin komplek. Kolaborasi serta
penguatan integrasi pembangunan antara level
pemerintah pusat, daerah sampai ke tingkat
Desa menjadi strategi yang harus dijalankan.  

Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), adalah salah
satu di Riau yang menghadapi tantangan serta
ancaman kerusakan lingkungan hidup.
Eksploitasi sumberdaya berbasis lahan, seperti
Migas, Pertambangan, Perkebunan, dan
industri kehutanan (HTI) menjadi faktor pemi-
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Studi ini bertujuan untuk melihat menggambar-

cunya karena dikelola dengan kurang
memperhatikan aspek ekologis. Inhu adalah
satu daerah di Riau yang memiliki lahan
gambut yang cukup luas. Daerah ini termasuk
dalam Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG)
Sungai Indragiri – Sungai Cenaku yang
memiliki luas 18.470 Ha, (Yelly Zamaya, et al:
2021). Sehingga membawa daerah ini sebagai
salah satu daerah di Riau yang rentan terjadi
kebakaran hutan dan lahan hingga saat ini,
(Baca: Antara).  

Upaya untuk mengatasi permasalah Karhutla di
Inhu telah menjadi prioritas daerah. Pemerintah
daerah ini telah menjadikan isu Karhutla
sebagai prioritas pembangunan yang
ditargetkan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode
2016-2021.  

https://riau.antaranews.com/berita/232386/bupati-inhu-rezita-meylani-sebut-17-desa-rawan-karhutla-di-inhu
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Pemerintah Daerah menetapkan tahun 2021
kinerja penurunan Karhutla membaik. dengan
target penurunan menjadi 3 titik (hotspot), dari
kondisi 2015 sebanyak 128 titik api. Namun,
dalam realisasinya kejadian karhutla 2021
masih terjadi (Baca: Riau Pos). 

Permasalahan lingkungan hidup lainnya adalah
ancaman semakin parahnya kerusakan Daerah
Aliran Sungai (DAS) Indragiri Hulu,(Baca:
Antara). Kondisi ini yang menjadi faktor
terjadinya bencana banjir yang terjadi di
beberapa wilayah khususnya di lokasi DAS
Indragiri.Kerusakan DAS terjadi akibat dari
aktivitas pengelolaan sumberdaya, baik yang
dilakukan oleh masyarakat maupun korporasi.
Kerusakan DAS berpotensi menjadi penyebab
abrasi, longsor serta merusak keanekaragaman
hayati serta semakin memperburuk kualitas air. 

Masih terdapat jumlah sampah yang belum
ditangani yaitu sebesar 30%. Dimana pada
tahun 2020 jumlah sampah yang ditangani baru
mencapai 70%. Belum ada pengembangan
pengelolaan sampah berbasis komunitas
sebagai inovasi, untuk mengurangi (Reduce)
jumlah sampah yang akan dibuang di Tempat
Pembuangan Akhir (TPA).  

Merespon terhadap permasalahan lingkungan
hidup itu, Pemerintah Daerah menempatkan isu
Lingkungan Hidup menjadi prioritas
pembangunan daerah yang ditetapkan dalam
RPJMD 2021-2026. Pemerintah berupaya
untuk menyeimbangkan antara pengelolaan
sumberdaya alam yang dijalankan dengan
prinsip pelestarian lingkungan. Pada misi 5,
ditetapkan sebagai pengelolaan sumberdaya
alam berkelanjutan, dengan dua tujuan yaitu
meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan
hidup, dan meningkatkan perekonomian
daerah. 
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Pada aspek yang lain, Inhu juga menghadapi
tantangan terhadap pengelolaan persampahan. 

Tabel 1: Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

Meningkatkan
Kualitas
Pengelolaan
Lingkungan
Hidup

Meningkatnya
Kualitas
Air, Udara dan
Tutupan Lahan

Peningkatan
Pengelolaam
sumber daya
alam dan
lingkungan hidup

Meningkatkan pengelolaan sumber daya
alam berbasis kearifan lokal

Meningkatkan pemeliharaan dan
Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati
(KEHATI) secara berkelanjutan

Meningkatkan pembinaan dan
pengawasan pengelolaan Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup



Meningkatkan pengelolaan antisipasi
bencana pra  bencana, tanggap bencana
dan pasca bencana

Sumber : Dokumen RPJMD Indragiri Hulu Tahun 2021-2026

https://riaupos.jawapos.com/indragiri-hulu/02/08/2021/254776/selama-sepekan-terjadi-karhutla-di-lima-lokasi.html?msclkid=0d828f6dc00c11ec9800049327caaa3b
https://riaupos.jawapos.com/indragiri-hulu/02/08/2021/254776/selama-sepekan-terjadi-karhutla-di-lima-lokasi.html?msclkid=0d828f6dc00c11ec9800049327caaa3b
https://riau.antaranews.com/berita/272277/das-indragiri-perlu-perhatian-serius-antisipasi-longsor
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Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi
(TAKE) ini adalah gagasan alternatif kebijakan
pendanaan lingkungan hidup. TAKE
merupakan strategi untuk memainstreamingkan
isu ekologi dalam kebijakan anggaran
khususnya dengan skema transfer. Selain itu
juga TAKE menjadi skenario stimulus dalam
mendorong peningkatan kinerja pemerintah
desa dalam merespon isu lingkungan hidup dan
kebijakan, program dan anggaran yang dikelola
desa. Melalui konsep kebijakan ini, pemerintah
daerah mendorong kompetisi bagi pemerintah
desa untuk memiliki kepedulian terhadap
lingkungan hidup. 

Misi, Strategi dan arah kebijakan pembangunan
itu, sulit akan dicapai jika dilaksanakan atas
dasar sektoral atau kewenangan pemerintah
Kabupaten. Upaya baik itu harus didukung
dengan support sistem yang kuat, sistematis
dan komprehensif. Pendekatan pelaksanaan
berbasis sektoral OPD mutlak tidak efektif
untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Hal
lain yang tidak kalah penting adalah dukungan
pendanaan yang memadai. 

Permasalahan lingkungan dialami Indragiri
Hulu, serta respon positif dari kebijakan yang
diagendakan oleh pemerintah daerah, maka
kebijakan TAKE ini dapat menjadi alternatif
kebijakan yang dapat dikembangkan. 
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Kebijakan TAKE merupakan perwujudan dari
bentuk insentif fiskal berbasis ekologi
sebagaimana diamanatkan dalam peraturan
perundangan. Seperti peraturan pemerintah
(PP) 46 tahun 2017 tentang instrumen ekonomi
lingkungan hidup (IELH). Kebijakan ini
menjadi dasar yang memberikan mandat
kepada pemerintah termasuk pemerintah
daerah untuk mengembangkan skema insentif
dan disinsentif berkaitan dengan kinerja
Lingkungan Hidup. Lebih baru lagi, PP 23
tahun 2021 tentang penyelenggaraan
kehutanan, juga memberikan mandat yang
sama kepada pemerintah dan pemerintah
daerah untuk menerapkan insentif baik kepada
institusi maupun kepada masyarakat. Dalam
kontek ini, maka penerapan TAKE di Inhu
merupakan bentuk menjalankan mandat
sebagaimana diatur dalam ketentuan
perundangan tersebut.

Setidaknya dengan tujuan (1) Mendorong
peningkatan kinerja desa dalam pembangunan,
(2) Menstimulasi desa untuk berkompetisi
dalam menjaga lingkungan, (3) Mendukung
pencapaian RPJMD Kabupaten Indragiri Hulu,
(4) Sebagai arena integrasi pembangunan
antara pemerintah daerah dan pemerintah desa
dibidang tersebut, khususnya permasalah di
tingkat Tapak/Kampung. 

PELUANG PENDUKUNG PENERAPAN KEBIJAKAN TAKE INHU

Melalui berbagai telaah terhadap komitmen
kebijakan daerah, kondisi keuangan, serta
potensi sumber pendanaan pendukung. Maka
inisiatif kebijakan TAKE ini sangat berpeluang
untuk diterapkan di Kabupaten Indragiri Hulu.
Kebijakan TAKE ini tidak berdiri sendiri,
keberadaannya menjadi strategi untuk mendu-

kung penyelesaian masalah khususnya di sektor
lingkungan hidup. Adapun faktor pendukung
yang menjadi peluang bagi penerapan TAKE di
Kabupaten Indragiri Hulu meliputi: (1)
Komitmen prioritas pembangunan Lingkungan
Hidup dalam target Pembangunan Daerah, (2)
Kondisi Kapasitas Fiskal Daerah, (3) Keterse-
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diaan Sisa DBH Dana Reboisasi di Inhu, (4)
Inhu Menerapkan skema bantuan keuangan
khusus setiap tahun;

Komitmen Prioritas Pembangunan di

Bidang Lingkungan Hidup

Political will pemerintah daerah menjadi salah
satu faktor penentu dalam implementasi
kebijakan TAKE untuk mendukung pencapaian
tujuan pembangunan Lingkungan Hidup.
Mencermati rencana pembangunan daerah,
menunjukkan ada komitmen yang besar dari
Pemerintah Daerah (Bupati/Wakil Bupati)
dalam upaya untuk mengatasi permasalahan
lingkungan hidup yang terjadi di Indragiri
Hulu. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya,
pemerintah Indragiri Hulu menetapkan
prioritas pembangunan lingkungan hidup 

Mandat prioritas pembangunan sebagaimana
ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 itu adalah
bentuk political will yang dapat menjadi
peluang penerapan kebijakan insentif fiskal
berbasis ekologi dalam bentuk TAKE.
Kebijakan ini sebagai strategi untuk
membangun kolaborasi antara pemerintah
daerah dengan desa dalam perlindungan
Lingkungan Hidup Untuk itu implementasi
TAKE ini sangat membantu daerah dalam
mempercepat implementasi mandat
pembangunan dalam rangka meningkatkan
indeks kualitas lingkungan hidup di daerah ini.
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dalam satu misi khusus, yang di kaitkan antara
keseimbangan pengelolaan sumberdaya alam
untuk kebutuhan pertumbuhan ekonomi dengan
pelestarian Lingkungan Hidup.

Grafik 1: Target Pertumbuhan Ekonomi dan IKLH 2022-2026

Sumber: Dokumen RPJMD Indragiri Hulu 2021-2026
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Kebijakan TAKE sebagai alternatif pendanaan
lingkungan hidup. Kabupaten Indragiri Hulu,
meskipun memiliki komitmen besar dalam
menjaga dan melestarikan lingkungan, namun
dilihat dari ketersediaan anggarannya belum
memadai. 

Merujuk pada realisasi anggaran terkait
lingkungan hidup di Kabupaten ini alokasi
sangat kecil. Seperti tahun 2020 belanja yang 

Anggaran tersebut hanya 0,7 persen dari total
belanja daerah 2020, yaitu sebesar Rp. 1,4
Triliun. Anggaran tersebut dilihat dari dua
OPD yang relevan yaitu Dinas Lingkungan
Hidup dan Dinas yang menangani
kebencanaan.  

Sumber: Dokumen LKPD Indragiri Hulu TA.2018-2020

Sumber: Dokumen RPJMD Indragiri Hulu 2021-2026
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dialokasikan untuk membiayai urusan ini
adalah sebesar Rp. 10 Milyar. 

Komitmen target kinerja lingkungan yang
besar, harus didukung dengan penyediaan
anggaran yang memadai. Pemerintah daerah
juga diperlukan untuk berinovasi dalam
menyediakan alternatif pendanaan yang dapat
berkontribusi dalam mencapai misi dan target
kinerja lingkungan hidup. Komitmen yang
besar dalam hal ini serta ketersediaan yang
belum memadai mendorong pemerintah daerah
Indragiri Hulu untuk mengembangkan skema
pendanaan yang lebih efektif.

Kondisi Kapasitas Fiskal Daerah Tinggi

Kabupaten Indragiri Hulu merupakan daerah
dengan tingkat kapasitas keuangan daerah yang
relatif besar. Meskipun situasinya dalam empat
tahun terakhir terus mengalami penurunan yang
signifikan baik dari sisi pendapatan dan belanja
daerah. Rata - rata (2017-2021) belanja daerah
Kabupaten ini adalah sebesar Rp. 1,5 Triliun.
Kondisi kapasitas fiskal ini menjadi faktor
yang mendukung untuk penerapan kebijakan
TAKE di Indragiri Hulu. 
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Grafik 3: Pendapatan & Belanja Daerah Inhu

Sumber: Dokumen APBD Indragiri Hulu 2021-2026 

Besarnya kapasitas fiskal di Indragiri Hulu,
dipengaruhi oleh besarnya dana transfer pusat
(Perimbangan). Rata-rata 2018-2021, 87 persen
pendapatan daerah Kabupaten Inhu berasal dari
Dana Perimbangan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah. Sementara Pendapatan
daerah yang berasal dari Pendapatan Asli
Daerah (PAD) menyumbang rerata 8 persen
ditahun yang sama. Sedangkan Pendapatan
Daerah yang berasal dari Lain-Lain Pendapatan
Daerah Yang Sah (LPDS) rerata berkontribusi
sebesar 5 persen (2018 R-2021M). 

Dana transfer yang berkontribusi terhadap
pendapatan daerah ini salah satunya berasal
dari DBH Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) yang menjadi bagian pemerintah
Indragiri Hulu. Seperti DBH Minyak Bumi,
DBH Sumber Daya Kehutanan dari Provinsi,
DBH Gas Bumi, DBH Perikanan, DBH dari
iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (Royalti)
, DBH iuran tetap.Tahun 2018—2020 , DBH 
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berkontribusi terhadap pendapatan daerah
mencapai 11,3% dari seluruh total pendapatan
Indragiri Hulu. Namun, besaran penerimaan
daerah dari DBH SDA ini sangat pluktuatif
sangat tergantung dengan situasi ekonomi
global terhadap harga komoditi tersebut. Tahun
2018 penerimaan dari DBH SDA sebesar Rp. 
 161,9 Miliar, meningkat tahun 2019 menjadi
Rp. 228,5 miliar, dan tahun 2020 kembali
terkoreksi menjadi Rp. 133,6 miliar. 

Besarnya ruang fiskal daerah, artinya daerah
memiliki kemampuan keuangan daerah yang
dapat secara fleksibel untuk membiayai
program dan menginovasi kegiatan-kegiatan
secara mandiri. Karena masih terjadi ruang
antara belanja yang rutin dan telah ditentukan
penggunaannya dengan total pendapatan
daerah yang diterima. Jika dihitung rata-rata
2017-2021, ruang fiskal di Kabupaten ini
mencapai 35-40%. Artinya masih 35-40% dari
pendapatan daerah yang dapat diarahkan sesuai
dengan prioritas pembangunan daerah.SDA dari enam sektor tersebut rata - rata 
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Grafik 4: Diskresi Fiskal Terhadap Pendapatan Daerah

Sumber: Dokumen APBD Indragiri Hulu 2021-2026 

Kondisi ruang fiskal ini sangat mendukung
bagi Indragiri Hulu untuk melakukan inovasi
pendanaan lingkungan dengan skema TAKE
ini. Ruang fiskal yang tersedia, pemerintah
dapat mengalokasikan dukung bantuan
keuangan kepada pemerintah desa dengan
pendekatan insentif fiskal berbasis kinerja.
Tentu tidak hanya pada aspek ekologi
(lingkungan) saja sebagai faktor penilaian
kinerja nya. Akan tetapi, juga pada aspek-aspek
yang lainnya, seperti kualitas pembangunan,
tata kelola, dan aspek lainnya berdasarkan isu
strategis daerah yang akan ditangani.

Peningkatan alokasi dana transfer termasuk
dengan skema TAKE ini juga akan membantu
pemerintah daerah dalam menjaga kualitas
pengelolaan keuangan. khususnya pada daya
serap anggaran pemerintah daerah. Jika
merujuk dari data grafik diatas, tingkat SILPA
daerah masih sangat tinggi. dengan rerata
2018-2020 mencapai 20% dari total belanja 
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daerah yang direncanakan. Situasi ini adalah
menggambarkan tingkat daya serap daerah
untuk membelanjakan uangnya sangat rendah,
hanya 80% setiap tahun dari belanja yang
direncanakan. Salah satu yang menjadi faktor
besarnya SILPA adalah dari Dana Reboisasi
yang masih mengendap di daerah. 

Ketersediaan Sisa Dana Reboisasi Di

Daerah

UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,
berkonsekuensi terhadap perubahan
kewenangan pemerintah khususnya pada
urusan kehutanan. Sehingga berkonsekuensi
pula terhadap dana transfer pusat yang berasal
dari DBH Dana Reboisasi. Pasca UU pemda
baru diberlakukan, maka DBH DR ditransfer
kepada pemerintah Provinsi, bukan lagi kepada
Kabupaten seperti sebelumnya. Namun,
sebagian besar daerah Kabupaten/Kota masih
memiliki DR yang belum digunakan di kas
daerah. 
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Kebijakan penggunaan DBH DR sebagaimana
diatur melalui peraturan menteri keuangan
terus mengalami perkembangan. Bahkan
pengaturan yang baru melalui PMK 216 tahun
2021, ketentuan penggunaan DR telah
dilonggarkan, sebelumnya dibatasi hanya untuk
5 item program, saat ini telah menjadi 9 item
program yang dapat dibiayai melalui DBH DR
sisa di Kabupaten. Termasuk didalamnya
adalah program strategis lainnya yang salah
satunya boleh digunakan untuk memberikan
insentif kepada pemerintah desa atau
masyarakat.  

Ketersediaan DBH DR sisa di Kabupaten
Indragiri Hulu menjadi peluang untuk
penerapan skema TAKE dari DBH DR. TAKE
ini secara khusus dalam rangka untuk
meningkatkan kinerja desa di sektor
lingkungan hidup. Pemerintah daerah diberikan
waktu hingga tahun 2024 untuk menghabiskan
sisa DBH DR yang ada di kas daerah. 

Sebagai peluang yang mendukung penerapan
TAKE Inhu adalah sejauh ini pemerintah
daerah menerapkan skema bantuan keuangan
khusus yang diberikan kepada pemerintah desa
untuk tujuan tertentu. Dalam beberapa tahun
terakhir, Inhu tidak hanya memberikan dana
kepada pemerintah dalam bentuk Alokasi Dana 

Skema Bantuan Khusus ke Desa Setiap

Tahun

Policy Brief

Kondisi tersebut juga terjadi di Kabupaten
Indragiri Hulu. Hingga tahun 2021, merujuk
data kementerian keuangan (Kemenkeu RI)
Inhu masih memiliki sisa DBH DR mencapai
Rp. 21,03 Milyar. 

Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (PDRD). Setiap tahun
pemerintah daerah mengalokasikan belanja
transfer dari pemerintah daerah kepada desa
dan organisasi lainnya. Dua jenis belanja
transfer yaitu bagi hasil pajak dan retribusi
daerah (PDRD) dan bantuan keuangan.
Bantuan keuangan ini salah satunya kepada
pemerintah desa dalam bentuk Alokasi Dana
Desa (ADD) dan bantuan keuangan khusus
lainnya. 

Sehingga diperlukan strategi untuk
merealisasikan DBH  DR sisa didaerah ini,
dengan skema kebijakan insentif fiskal bagi
desa yang memiliki kinerja baik terkait dengan
lingkungan hidup. 

Grafik 5: Diskresi Fiskal Terhadap Pendapatan Daerah

Sumber: Dokumen APBD Indragiri Hulu 2021-2026 
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Kabupaten Inhu juga memberikan skema
bantuan keuangan khusus untuk tujuan tertentu,
untuk membiayai tugas/kewenangan desa
dengan sumber pendanaan lainnya. Seperti
bantuan keuangan untuk pembangunan kantor
desa, bantuan keuangan untuk pelaksanaan
Pilkades, dan bantuan keuangan khusus untuk
guru paud dan TK. 

Kondisi ini yang mendorong pemerintah daerah
melakukan tambahan transfer melalui bankeu
khusus dengan tujuan khusus. Agar tidak
mengganggu alokasi dana desa yang diterima
desa. 

Pemerintah Inhu setiap tahun mengalokasikan
ADD, dengan total anggaran yang fluktuatif.
Karena basis ADD adalah besaran dana
transfer pusat yang diterima daerah. Tahun
2018 alokasi ADD sebesar Rp. 87,9 Milyar.
sedangkan tahun 2022 dialokasikan sebesar Rp.
91,1 miliar. Dengan rerata 2018-2022 adalah
90,3 Milyar per tahun. Secara administratif
kabupaten Indragiri Hulu terbagi menjadi 178
Desa, sehingga jika dibagi rata-rata maka ADD

Model bantuan keuangan khusus ke Desa, ini
menjadi peluang untuk mendukung penerapan
TAKE. Kebijakan bankeu khusus ini menjadi
formulasi kebijakan TAKE yang secara khusus
digunakan untuk mendorong kinerja ekologi.
Tentu tergantung dengan sumber pendanaan
apa saja, daerah juga bisa menggunakan dana
sisa dana reboisasi. Pemerintah daerah
Kabupaten Inhu melalui Dinas PMD juga telah
berencana untuk mengembangkan skema
pengalokasian anggaran berbasis kinerja. 

Policy Brief

yang diterima desa adalah sebesar Rp. 400 an
juta (kurang dari 500 juta perdesa).  

PELUANG SKENARIO FORMULASI KEBIJAKAN TAKE INHU

Formulasi Kebijakan dan Sumber

Anggaran 

Kebijakan TAKE yang dikembangkan di
beberapa daerah di Indonesia pada umumnya
dilakukan dengan dua skema. yaitu, Pertama:
formulasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD)
dengan menambahkan mekanis pengalokasian
berbasis kinerja. Penerapan skema ini seperti
dikembangkan di Kabupaten Bengkalis, Siak,
di Riau dan beberapa daerah lainnya di provinsi
yang berbeda. Kedua: kebijakan bantuan
keuangan khusus yang diberikan berbasis
penilaian kinerja ekologi. skema ini diterapkan
di Kabupaten Bener Meriah, pilihan skema ini
karena tidak memungkinkan dengan skema
ADD karena sangat kecil. 

Lalu, bagaimana peluang skenario kebijakan
TAKE yang dapat dikembangkan di Kabupaten
Indragiri Hulu. Apakah dengan skema
formulasi ADD atau dengan skema lainnya
yang lebih efektif dan memiliki daya ungkit
besar terhadap tujuan kebijakan. Melalui telaah
kondisi fiskal dan potensi yang ada di Inhu,
maka alternatif insentif fiskal (TAKE) dengan
pendekatan Dana Bagi Hasil Reboisasi (DBH
DR) merupakan pilihan yang sangat mungkin
diimplementasikan. Terdapat Rp. 21,03 Milyar
DBH DR sisa yang masih ada di Kas Daerah,
kemudian terdapat waktu hingga 2024 untuk
merealisasikannya.  
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Merujuk pada PMK nomor 216 tahun 2021,
tentang pedoman penggunaan DBH DR, bahwa
dana sisa DR di daerah (Kabupaten/Kota) dapat
digunakan untuk membiayai program strategis
pemerintah. Program strategis pemerintah itu,
diantaranya adalah memberikan insentif kepada
pihak-pihak yang melakukan kerja-kerja
terhadap perlindungan lingkungan hidup.
seperti insentif untuk pemerintah desa (bagi
kabupaten), dan untuk masyarakat baik secara
kelompok maupun individu. Formulasi
kebijakannya, dapat dilakukan dengan dua
skenario, yaitu Skenario 1: Bantuan Keuangan
Khusus dari DBH Dana Reboisasi , dan
Skenario 2: Re-formulasi Alokasi Dana Desa
(ADD) dengan tambahan Dana Reboisasi.
Dengan penjelasan sebagai berikut: 

Implementasi insentif TAKE bagi kabupaten
merujuk pada kebijakan aturankeuangan daerah
adalah melalui skema bantuan keuangan yang
bersifat khusus. Khusus dalam arti mekanisme
pengalokasiannya maupun khusus dalam arti
tujuan penggunaanya. Skenario bantuan khusus
DBH DR adalah pilihan formulasi kebijakan
yang bisa digunakan. Pemerintah daerah
hanya melakukan penerbitan Peraturan
Bupati (Perbup) tentang Pedoman bantuan
Keuangan dengan memasukkan mekanisme
pengalokasiannya berbasis kinerja. 

Skenario 1: Bantuan Keuangan Khusus DBH DR

Policy Brief

Mekanisme pengalokasiannya adalah
memberikan kepada desa-desa yang memiliki
kinerja baik dalam perlindungan dan
pelestarian lingkungan hidup sesuai dengan
indikator kinerja yang ditetapkan. Misalnya,
desa -desa yang telah mencapai indeks diatas
rata-rata indek kabupaten yang berhak
mendapatkan insentif dari DBH DR

Formulasi kebijakan juga bisa dilakukan
hanya dengan menerbitkan Perbup tentang
Bantuan Keuangan Khusus yang berasal
dari DBH DR yang dialokasikan dengan
pendekatan kinerja yang bertujuan untuk
memberikan insentif. 

Hanya saja, jika menggunakan skenario ini
kebijakan ini dipastikan tidak berkelanjutan.
Karena hanya didasarkan atas ketersediaan
DBH DR yang masih ada di Kabupaten.
Sehingga jika DBH DR sudah habis maka
kebijakan insentif ini akan berhenti. 

Skenario 2: Re-formulasi DR dalam ADD
Berbasis Kinerja 

Reformulasi ADD adalah alternatif TAKE

yang dapat dikembangkan. Karena instrumen

dana transfer secara permanen dari pemerintah

kabupaten ke Desa adalah instrumen ADD.

Kebijakan transfer ini merupakan mandat dari

UU 6 tahun 2014 tentang Desa yang dipastikan

keberlanjutannya. Skenario ini adalah

memposisikan DBH DR hanya sebagai sumber

dari alokasi insentif kinerja Desa. sehingga jika

DBH DR sudah habis maka pemerintah dapat

melanjutkan dengan pendekatan sumber

keuangan lainnya. 

Formulasi kebijakan melalui ADD ini adalah,
menambah mekanisme mengalokasikan ADD
dari sebelumnya hanya dengan dua cara (ADD
Murni dan Proporsional), ditambahkan satu
mekanisme mengalokasikan dengan
pendekatan Kinerja. Pengalokasian pendekatan 
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kinerja adalah tambahan dari kewajiban ADD
yaitu minimal 10% dari total DBH + DAU
yang diterima kabupaten Indragiri Hulu.
Tambahan ini diberikan dengan berdasarkan
hasil penilaian kinerja, dengan sumber
keuangannya salah satunya dari DBH
Reboisasi. 

Policy Brief

Untuk formulasi skenario ini, maka Pemerintah
Daerah hanya melakukan revisi atau
penyesuaian terhadap Peraturan Bupati yang
mengatur terkait dengan ADD. Dengan
menambahkan mekanisme pengalokasian ADD
berbasis kinerja. Sehingga selain dengan dua
pendekatan yang biasanya yaitu murni/bagi rata
dan proporsional berdasarkan empat indikator,
maka ditambahkan satu mekanisme alokasi
berbasis kinerja ekologis.

Skenario Penilaian Kinerja Ekologi

TAKE merupakan konsep kebijakan transfer
dari kabupaten ke desa dengan pendekatan
kinerja sebagai mekanisme pengalokasianya.
Desa yang memiliki kinerja baik maka akan
mendapatkan insentif, sedangkan yang belum
berkinerja akan mendapatkan transfer yang
lebih kecil atau tidak sama sekali. Oleh karena
itu, maka diperlukan penilaian kinerja ekologi
berbasis desa yang sejalan dengan tujuan pem-

bangunan lingkungan hidup yang sesuai
dengan kewenangan desa dan sejalan dengan
tujuan pembangunan daerah khususnya di isu
lingkungan.

Penilaian kinerja dasar insentif sebagaimana 

diatur dalam PMK 216 tahun 2021 tentang
Dana Reboisasi, maka aspek penilaian kinerja
meliputi (1)Kinerja pengelolaan sampah,
(2)kinerja pengelolaan air, (3)kinerja sanitasi
lingkungan, (4)kinerja rehabilitasi hutan dan
lahan. Namun demikian tentu harus dilihat
kembali apakah aspek tersebut relevan dengan
isu daerah, juga apakah sesuai dengan
kewenangan dalam kontek pemerintah desa.
Penilaian kinerja ekologis tentu berbeda-
berbeda sesuai dengan kebutuhan daerah.
Ketersediaandata juga sangat penting dan
menjadi penentu dalam menetapkan kriteria
kinerja.  

Dalam konteks ini, dengan merujuk kepada
PMK 2016 karena skema TAKE ini akan
menggunakan DBH Reboisasi, maka alternatif
formulasi penilaian kinerja yang dapat
diterapkan adalah dengan menggabungkan
kebutuhan penilaian kinerja desa sesuai
kebutuhan daerah dan mempertimbangkan 
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penilaian kinerja sesuai dengan ketentuan PMK
216. adapun rumusan kriteria penilaian yang 

Penilaian kinerja desa dirumuskan berdasarkan
pertimbangan isu strategi daerah, serta
didasarkan atas kebijakan pusat yang telah
memberikan mandat dalam penetapan kriteria
penilaian kinerja dari skema insentif DBH DR.
Untuk itu maka terdapat dua aspek yang perlu
dipertimbangkan yaitu: pertama: aspek
penilaian dari sisi tata kelola pemerintahan dan
kualitas pembangunan. Pada aspek ini terdapat
beberapa isu yang dapat dirumuskan yaitu
keuangan, pemberdayaan

perempuan dan pembangunan. Kedua: aspek
Perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup,
yang mencakup beberapa isu diantaranya
Persampahan, Penghijauan, sanitasi, Karhutla,
dan Kebencanaan. Dari kedua aspek tersebut
penilaian yang dilakukan dengan pendekatan
input dan output. Seperti kebijakan, alokasi
anggaran, program dan kegiatan, inovasi yang
dikembangkan, serta output lainnya dengan
data yang ada. 

dapat menjadi pertimbangan adalah sebagai
berikut: 
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KESIMPULAN & REKOMENDASI

Dari hasil telaah serta analisis potensi,
Kebijakan TAKE kabupaten Indragiri Hulu
sangat berpeluang untuk diterapkan. Kebijakan
TAKE dapat diimplementasikan melalui DBH
Dana Reboisasi yang diformulasikan melalui
skema bantuan keuangankhusus dana reboisasi.
Selain itu alternatif lainnya yang dapat
dikembangkan adalah melalui reformulasi
Alokasi Dana Desa (ADD) dengan
memasukkan indikator kinerja sebagai salah
satu mekanisme pengalokasinnya. Melalui
skema ADD juga memungkinkan untuk
menambahkan pendanaan lainnya, salah
satunya adalah DBH DR menjadi penambah
dari ADD yang didistribusikan dengan cara
khusus, dan dengan penetapan penggunaan
secara khusus. 

Untuk itu, Fitra Riau merekomendasikan
kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan
tahapan proses perencanaan kebijakan TAKE
Indragiri Hulu. Sebagai berikut: Pertama:
Menetapkan OPD teknis (Dinas PMD,
BAPPEDA) sebagai lead/ penanggung jawab
dalam melakukan perencanaan terhadap
kebijakan TAKE Inhu, melalui persiapan,
pengkajian, penyusunan konsep kebijakan
TAKE; Kedua: Melakukan Formulasi
kebijakan, meliputi perencanaan dan penetapan
regulasi, instrumen penilaian kinerja, dan
penetapan alokasi anggaran. Ketiga:
Pelaksanaan penilaian kinerja, dengan metode
yang ditetapkan (Metode self Assessment/ data
collection langsung, atau lainnya). Keempat:
penetapan hasil penilaian kinerja, perhitungan
insentif TAKE dan sosialisasi kebijakan. 




